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BAB V 

PENUTUP 

5.1. KESIMPULAN 

Penempatan sila “kemanusiaan yang adil dan beradab” dalam sila kedua 

Pancasila mengartikan bahwa penghormatan terhadap sesama manusia merupakan 

kewajiban seluruh warga negara Indonesia yang pluralistis. Hal ini merupakan bentuk 

pengakuan para pendiri bangsa (founding fathers) akan eksistensi Indonesia yang 

merupakan negara pluralistis. Di tengah pluralitas yang ada, bangsa Indonesia 

diwajibkan untuk menghormati sesama manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang 

memiliki martabat yang sama. Gagasan “kemanusiaan yang adil dan beradab” 

merupakan bentuk legitimasi dari para pendiri bangsa, bahwa penghormatan terhadap 

martabat manusia merupakan hal paling urgen dalam kehidupan bernegara. Gagasan 

ini sudah disepakati oleh seluruh para pendiri bangsa dan sudah sah menjadi hukum 

tertinggi di negara Indonesia demi menghormati martabat seluruh warga negara. 

Karena sudah menjadi hukum tertinggi, Pancasila semestinya tidak boleh dirubah 

oleh siapa pun dan demi tujuan apa pun. Ketika merubah Pancasila atau isi yang 

termaktub dalam Pancasila, maka seluruh hukum atau peraturan perundang-undangan 

di Indonesia harus dirubah, bahkan Undang-Undang Dasar pun harus dirombak 

kembali. Apabila hal ini terjadi, maka konflik besar antar warga negara dan antar 

kepentingan pun akan terjadi. Demi menghindari hal ini, seluruh warga negara 

Indonesia dituntut untuk wajib mentaati dan menghayati nilai-nilai yang terkandung 

dalam Pancasila yang merupakan dasar dari segala hukum yang berlaku. 

Sadar atau tidak, dalam praktiknya, para trafficker tidak pernah menyadari 

bahwa pekerjaan yang mereka geluti sebenarnya sangat bertentangan dengan harkat 

dan martabat manusia. Sejatinya manusia tidak layak diperdagangkan atau 

dimanfaatkan demi kepentingan apa pun dan oleh siapa pun. Manusia dengan segala 

situasi dan kondisinya tidak layak dimanfaatkan demi mencapai tujuan tertentu. 

Harkat dan martabat setiap manusia sejatinya mutlak untuk dihargai dan dihormati di 

hadapan sesama manusia. Namun hal ini tidak pernah disadari oleh para trafficker. 
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Pelanggengan aktivitas perdagangan manusia ini terjadi karena adanya kepentingan 

yang ingin dipenuhi oleh para trafficker itu sendiri, yakni uang. Karena uang, para 

trafficker tidak pernah ingin memutus mata rantai perdagangan manusia. Hal inilah 

yang menjadi alasan esensial dalam praktik perdagangan manusia. Ketika 

menjalankan praktiknya, pada saat yang sama para trafficker juga sebenarnya sedang 

menegasi dirinya sebagai makhluk yang bermoral. Demi kepuasan akan uang, para 

trafficker berusaha keras untuk menegasi diri sebagai makhluk bermoral. Dampak 

buruk dari praktik perdagangan manusia pun bukan saja terjadi pada fisik atau psikis 

korban, melainkan juga pada cita-cita bangsa Indonesia. Praktik perdagangan 

manusia sesungguhnya telah mencederai cita-cita bangsa Indonesia yang sangat 

menghormati martabat setiap individu. Pada hal para pendiri bangsa (founding 

fathers) telah menyepakati bahwa martabat manusia harus selalu dihargai dan 

dihormati sebagaimana tertera dalam sila kedua Pancasila. 

Kemiskinan yang melanda masyarakat NTT telah dimanfaatkan oleh para 

trafficker demi kepentingan mereka sendiri. Praktik perdagangan manusia 

sebagaimana yang telah dilakukan oleh para trafficker tidak sama sekali memperbaiki 

situasi kemiskinan yang ada, tetapi justru memperparah kehidupan masyarakat. Selain 

kemiskinan yang menggerogoti kehidupan masyarakat NTT, kondisi pendidikan juga 

turut memperparah kenyataan “buruk” yang ada. Ketidaktahuan tentang human 

trafficking dan kondisi pendidikan yang lemah dalam masyarakat juga turut membuka 

lebar gerbang masuknya para trafficker untuk menjerat korban. Keterbatasan 

pendidikan dan ketidaktahuan masyarakat tentang human trafficking justru 

mempermudah para trafficker untuk “mencuci otak” calon korban agar modus yang 

digunakan cepat mempengaruhi pikiran calon korban, sehingga calon korban segera 

menyetujui atau menyepakati segala tawaran trfficker. Kondisi pendidikan yang 

“buruk” ini juga turut mempengaruhi jumlah pengangguran di NTT. Angka 

pengangguran yang tinggi di NTT menjadi salah satu penyebab mengapa masyarakat 

selalu membuka ruang bagi masuknya perekrut ketenagakerjaan ilegal. Keterbatasan 

pendidikan mengakibatkan masyarakat tidak kritis dalam menggali informasi. 

Akibatnya banyak masyarakat yang menyerap informasi secara bebas, khususnya 
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informasi menyangkut pekerjaan. Pada akhirnya masyarakat terjerumus dalam 

informasi sesat (berita bohong) yang kemudian menyengsarakan mereka sendiri. 

Tingginya angka pengangguran mengakibatkan masyarakat menerima segala tawaran 

pekerjaan dari siapa pun, tanpa menggali lebih jauh kebenaran informasi yang 

diperoleh.  

Dalam praktik human trafficking, sasaran calon korban pertama yang dituju 

trafficker ialah orang yang masih hubungan kekeluargaan dengan trafficker itu 

sendiri. Dalam artian bahwa sebelum menjerat calon korban yang berjumlah banyak, 

target yang paling pertama adalah calon korban yang masih dalam lingkup keluarga 

dengan trafficker itu sendiri agar tidak dicurigai oleh masyarakat setempat. Hal inilah 

yang mengakibatkan upaya untuk memutus mata rantai perdagangan orang menjadi 

sulit. 1  Dengan merekrut keluarga dekat, pergerakan para trafficker sulit untuk 

diprediksi oleh masyarakat, sehingga memuluskan aksi trafficker untuk menambah 

calon korban. Ketika keluarga trafficker sendiri sudah terjerat, maka calon korban 

lain pun akan lebih mudah didapat.  

Dampak dari situasi “buruk” di atas, banyak korban dari NTT yang terjerat 

dalam genggaman para trafficker. Karena itu, penghayatan sila kedua Pancasila di 

NTT merupakan sesuatu yang mendesak demi menjaga keutuhan martabat manusia. 

Penghormatan terhadap martabat manusia ini mutlak perlu diperhatikan karena 

mengingat langgengnya praktik perdagangan manusia yang menimpa fakir miskin di 

NTT. Oleh karena itu, penghayatan sila kedua Pancasila sudah seharusnya menjadi 

benteng untuk mengentaskan praktik perdagangan manusia. Sila kedua Pancasila 

menjadi suatu keharusan untuk dihayati di NTT. Nilai-nilai yang terkandung dalam 

sila kedua Pancasila menjadi suatu kewajiban yang mendesak untuk dihayati dan 

dihidupi dalam kehidupan masyarakat. Urgensitas penghayatan sila kedua Pancasila 

di NTT sudah seharusnya menjadi sebuah standar umum yang “diwajibkan”. Dengan 

“penghayatan” tersebut masyarakat NTT akan menyadari bahwa setiap manusia itu 

sama-sama memiliki hak dan kebebasan sebagai makhluk sosial (homo socius). 

 
1Wawancara dengan Maria Hendrika Hungan di kantor Truk-F Maumere, pada13 Januari 2023. 
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Kekhasan manusia sebagai “homo socius” mewajibkan setiap manusia untuk 

membangun relasi yang baik dengan sesama manusia. Kiranya dengan menghayati 

sila kedua Pancasila, masyarakat NTT akan menyadari bahwa kemanusiaan yang 

mutlak dalam diri setiap manusia adalah sesuatu yang harus diutamakan dalam 

membangun relasi dengan sesama. Praktik perdagangan manusia merupakan sebuah 

praktik yang tidak manusiawi dan sekaligus akan berdampak pada pendegradasian 

relasi di antar sesama manusia. 

Oleh karena itu, segala upaya yang disematkan penulis pada bab-bab 

sebelumnya, kiranya mampu membantu mengeradikasi fenomena human trafficking 

di NTT yang menimpa fakir miskin, perempuan dan anak. Dengan menghayati sila 

kedua Pancasila, penulis mengharapkan semua warga NTT saling bersatu untuk 

berjuang keras menuntaskan masalah human trafficking demi terciptanya kesetaraan, 

kebebasan dan hak setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat.  

5.2. USUL DAN SARAN 

5.2.1. Bagi Gereja 

Gereja Katolik merupakan sebuah institusi religius yang memiliki pandangan 

khusus tentang kehidupan manusia. Gereja Katolik sangat menghargai kehidupan 

setiap manusia sebagai makhluk luhur ciptaan Allah. Sebagai makhluk luhur, 

manusia diciptakan dengan kondisi yang jauh lebih sempurna dengan 

makhluk-makhluk lain. Kondisi yang sempurna ini menunjukkan bahwa manusia 

adalah makhluk yang istimewa di antara segala makhluk. Keistimewaan tersebut 

merupakan sebuah entitas yang mengharuskan manusia untuk menghormati satu 

sama lain. Sebagai ciptaan Tuhan yang istimewa, manusia memiliki tanggung jawab 

moral untuk menghormati atau menghargai martabat satu sama lain. Namun dalam 

kenyataannya, upaya Gereja dalam memerangi praktik human trafficking belum 

maksimal. Sejauh ini Gereja masih memerangi praktik “tidak menghormati” martabat 

manusia sebatas dalam kotbah-kotbah di ruang gereja, sedangkan aksi nyata membela 

martabat manusia, belum mencapai “predikat baik”. Memang sampai saat ini dari 
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pihak Gereja sudah ada kongregasi-kongregasi tertentu yang memiliki perhatian 

khusus untuk membela “kemanusiaan” manusia khusunya praktik perdagangan 

manusia.  

Salah satu contoh lembaga yang memiliki perhatian khusus dalam membela 

“kemanusiaan” manusia adalah Truk-F (Tim Relawan Untuk Kemanusiaan Flores) 

yang dibentuk oleh serikat SVD dan bekerja sama dengan yayasan SSpS di kota 

Maumere. Truk-F merupakan sebuah lembaga yang memiliki perhatian khusus 

terhadap praktik-praktik perdagangan manusia, kasus kekerasan terhadap perempuan 

dan anak serta kasus ketenagakerjaan illegal. Berkaca pada upaya SVD dan SSpS ini, 

penulis mengharapkan pihak Gereja universal mendukung upaya ini dan bahkan 

mesti membumikan aliansi semacam ini demi terhindarnya praktik-praktik yang 

merendahkan martabat manusia, khususnya praktik human trafficking. Bagi penulis, 

aliansi semacam ini memiliki peranan yang sangat optimal di lapangan dalam 

memberantas praktik human trafficking. Dengan adanya aliansi semacam ini dari 

pihak Gereja, maka praktik human trafficking di NTT akan semakin berkurang dan 

perlahan akan terhenti. Karena itu, pihak Gereja semestinya tidak hanya sebatas 

berkotbah di gedung gereja tetapi hendaknya membuka mata dan terjun langsung ke 

tengah masyarkat untuk mengajak masyarakat membentuk aliansi terkait 

pemberantasan praktik human trafficking di NTT, sebab Gereja adalah pihak yang 

suaranya selalu didengarkan dan ditaati oleh masyarakat.  

5.2.2. Bagi Pemerintah 

 Instansi pemerintahan adalah instansi yang memiliki wewenang mutlak dalam 

mengatur kehidupan masyarakat. Instansi pemerintahan adalah suatu institusi sosial 

yang bertugas untuk membela kepentingan masyarakat. Namun dalam kenyataan 

praktik human trafficking di NTT, rupanya peran pemerintah belum mencapai titik 

maksimal. Kenyataan ini terbukti karena di NTT sampai saat ini praktik human 

trafficking belum pernah tuntas diselesaikan. Karena itu penulis mengharapkan agar 

pemerintah mengeluarkan peraturan-peraturan yang berlandaskan Pancasila 

khususnya sila kedua untuk mempersempit pergerakan para trafficker. Dengan 
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adanya peraturan-peraturan tersebut, pergerakan para trafficker dipersulit dan 

dihilangkan. Selain mengeluarkan peraturan-peratutaran yang berlandaskan 

Pancasila, pihak pemerintah NTT juga diharapkan untuk mensosialisasi sila kedua 

Pancasila dan bahaya praktik human trafficking kepada masyarakat, supaya 

masyarakat juga mampu menghayati sila kedua Pancasila dan sekaligus mampu 

menyadari bahaya praktik human trafficking. 

5.2.3. Bagi Instansi Pendidikan 

 Instansi pendidikan merupakan instansi yang memiliki kontribusi besar dalam 

pembentukan individu. Karena itu, di sekolah peserta didik kiranya dibentuk dan 

diberi pemahaman tentang urgensitas penghayatan sila kedua Pancasila. Instansi ini 

juga diharapkan mampu membentuk para peserta didik untuk belajar menghayati sila 

kedua Pancasila baik di sekolah, lingkungan keluarga atau pun masyarakat luas. Hal 

ini perlu agar para peserta didik dapat membiasakan diri menghayati sila kedua 

Pancasila. Apabila instansi pendidikan tidak membiasakan para peserta didik untuk 

menghayati sila kedua Pancasila, maka akan mempengaruhi pola pikir peserta didik 

dalam memandang masalah-masalah sosial yang merendahkan martabat manusia. 

Dengan kata lain, apabila peserta didik tidak membiasakan diri menghayati sila kedua 

Pancasila, maka mereka akan melihat masalah sosial seperti human trafficking 

sebagai masalah yang biasa-biasa saja. Karena itu, demi menghindari hal tersebut, 

instansi terkait mesti mampu menerobos hal yang baru, yaitu segera memulai 

membina dan mendidik para peserta didik untuk menghayati sila kedua Pancasila 

secara baik dan benar. 

5.2.4. Bagi Seluruh Masyarakat NTT 

Pada umumnya, hakekat dan tujuan dari segala hukum dan peraturan adalah 

kebaikan bersama (bonum commune) dalam hidup bermasyarakat. Namun kebaikan 

tersebut hanya dapat dicapai ketika seluruh elemen masyarakat dapat menghayati 

segala peraturan itu dengan baik. Apabila masyarakat tidak menghayati segala 

peraturan yang ada, maka konsekuensi logisnya ialah munculnya berbagai konflik 
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dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, dalam upaya mengeradikasi 

fenomena human trafficking, masyarkat dituntut untuk menghayati sila kedua 

Pancasila dengan baik. Praktik human trafficking akan lenyap ketika seluruh 

masyarakat NTT mampu menghayati sila kedua Pancasila demi terwujudnya 

kebaikan bersama (bonum commune) yang merupakan cita-cita luhur dalam 

kehidupan bersama. 

5.2.5. Bagi Aparat Penegak Hukum 

Aparat penegak hukum merupakan salah satu instansi yang memiliki 

wewenang yang tinggi untuk menegakkan segala peraturan dalam memberantas 

praktik human trafficking. Dengan wewenang tersebut, para penegak hukum 

memiliki kekuatan untuk menghukum dan memberantas praktik human trafficking.  

Para penegak hukum, seperti kejaksaan, pengadilan, kepolisian, advokat dan 

lain sebagainya diharapkan memberantas para pelaku perdagangan manusia dengan 

mengatasnamakan Pancasila. Para penegak hukum semestinya bekerja dengan 

sungguh menghayati sila kedua Pancasila. Para penegak hukum diharapkan 

menjadikan Pancasila sebagai dasar untuk menegakkan hukum demi memberantas 

praktik human trafficking. Para penegak hukum juga diharapkan untuk mensosialisasi 

tentang hukum kepada masyarakat, supaya masyarakat mampu memahami tentang 

hukum, khususnya hukum yang berkaitan erat dengan persoalan human trafficking. 

5.2.6. Bagi Pelaku Perdagangan Orang 

Para pelaku perdagangan orang adalah faktor utama yang menyebabkan 

adanya praktik human trafficking. Tanpa adanya pelaku, praktik perdagangan orang 

tentu tidak akan terjadi. Adanya pelaku dalam praktik perdagangan orang menjadikan 

praktik ini terus terjadi di NTT.  

Praktik perdagangan manusia adalah praktik yang merendahkan martabat 

manusia. Demi mengeradikasi praktik ini, para penegak hukum perlu memberantas 

para pelaku dan mesti berupaya agar para pelaku bisa jera dan bertobat. Salah satu 

upaya untuk membuat para pelaku human trafficking bisa jera ialah dengan meminta 
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pelaku untuk memulihkan kesehatan bagi korban, baik kesehatan fisik maupun psikis. 

Karena itu, para pelaku yang telah tertangkap oleh aparat penegak hukum diwajibkan 

untuk memulihkan hak korban dengan mengembalikan segala sesuatu yang menjadi 

milik korban, semua kerugian material dan imaterial sejak korban direkrut sampai 

korban pulih. Selain itu para pelaku juga mesti membiayai rehabilitas medis agar 

korban bisa pulih dengan baik. Hal ini juga ditegaskan dalam Bab V pasal 48 

Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 tahun 2007.2 

Para pelaku diharapkan menggali kembali nilai-nilai filosofis yang terkandung 

dalam sila kedua Pancasila. Dengan menggali kembali nilai-nilai filosofis yang 

terkandung dalam sila kedua Pancasila, diasumsikan bahwa para pelaku akan mampu 

menyadari tindakkan yang telah dilakukannya terhadap korban. 

5.2.7. Bagi Para Pencari Kerja 

Para pencari kerja merupakan salah satu sasaran yang menjadi target para 

trafficker. Dengan mengetahui adanya tenaga yang membutuhkan pekerjaan, para 

trafficker mulai merancang berbagai modus untuk meyakinkan para pencari kerja. 

Keberadaan para pencari kerja akan membuat para trafficker merancang informasi 

sebaik mungkin untuk menipu para pencari kerja. 

Para pencari kerja diharapkan untuk menggali lebih dalam apabila 

mendapatkan informasi pekerjaan. Setiap informasi yang didapat mengenai 

pekerjaan, baik informasi melalui media sosial maupun informasi lisan dari setiap 

orang, mesti dikritisi dan digali lebih dalam kebenarannya. Sikap kritis dari para 

pencari kerja sangat diperlukan agar para pencari pekerja tidak terjebak dalam modus 

para trafficker dan agar para pencari kerja mendapatkan kebenaran dari setiap 

informasi yang didapat. Sikap kritis ini akan membuat para pencari kerja sulit ditipu 

oleh para trafficker dan akan mempersulit para trafficker itu sendiri untuk menjerat 

calon korban. Selain itu, para pencari kerja diharapkan mentaati prosedur yang 

 
2Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Tentang 

Perdagangan Orang: Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 tahun 2007 dan 

Penjelasannya, op. cit., pp. 30-31. 
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ditetapkan pemerintah. Para pencari kerja mesti melengkapi semua dokumen yang 

dituntut oleh pihak pemerintah. Perlengkapan dokumen adalah elemen yang paling 

penting bagi setiap para pencari kerja. Ketidakjelasan dokumen para pekerja akan 

mempermudah aksi penipuan para trafficker. Ketidakjelasan dokumen itu juga akan 

mempersulit pihak pemerintah untuk bertanggung jawab atas segala sesuatu yang 

terjadi pada pencari kerja. Oleh karena itu, para pencari kerja diharapkan untuk taat 

pada prosedur pemerintah demi memudahkan cara kerja pemerintah untuk mengatur 

ketenagakerjaan. Ketaatan para pencari kerja terhadap semua aturan yang ditetapkan 

pemerintah merepresentasikan ketaatan mereka pada Pancasila. Artinya, ketika para 

pencari kerja mampu mentaati aturan dari pemerintah, maka pada saat yang sama 

juga mereka mentaati Pancasila yang merupakan landasan hukum di Indonesia. 

Dengan mentaati segala peraturan yang berlaku, praktik human trafficking kiranya 

bisa diatasi. 
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LAMPIRAN 

Demi mendukung tulisan ini agar menjadi suatu karya yang layak dipublikasikan, 

penulis telah melakukan penelitian dengan terjun langsung ke lapangan untuk 

mewawancarai aktivis dan lembaga yang terlibat dalam memberantas praktik human 

trafficking.  

Lembaga Penelitian: Kantor Tim Relawan Untuk Kemanusiaan Flores (Truk-F) 

Divisi Perempuan, Maumere-Sikka. 

Nama Narasumber: Maria Hendrika Hungan 

Pertanyaan-pertanyaan Wawancara: 

1. Mengapa masyarakat sering menerima tawaran para trafficker? 

2. Apa yang menyebabkan orang tertarik untuk keluar daerah? 

3. Mengapa korban didominasi oleh perempuan? 

4. Mengapa masyarakat bebas dipengaruhi ole trafficker? 

5. Motif apakah yang sering digunakan oleh para pelaku dalam menjerat korban?  

6. Mengapa modus kemiskinan lebih dominan digunakan oleh para trafficker? 

7. Apakah yang paling sulit untuk memutus rantai perdagangan orang ini? 

8. Apa tujuan trafficker merekrut perempuan dan anak? 

9. Apa tujuan utama dari trafficker sehingga mereka memiliki minat yang tinggi 

untuk terjun dalam praktik human trafficking? 

10. Apa dampak bagi korban dalam praktik ini? 

11. Apa yang perlu kita lakukan untuk menangani kasus human trafficking? 

12. Apa yang dibuat oleh semua pihak untuk menghentikan praktik human 

trafficking?  
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13. Apa yang dapat dibuat untuk korban?  

14. Apa yang membuat pelaku terjun dalam praktik ini?  

15. Apa yang menjadi modal trafficker dalam bisnis ini? 

16. Apa yang boleh dibuat untuk meminimalisir faktor budaya patriarkat?  

17. Apa yang boleh dibuat agar perempuan segera bebas dari masalah trafficking?  

 


